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Pokok Perkara : Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 
ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) UU 14/2005 bertentangan dengan 
Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), 
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Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Tanggal Putusan : Kamis, 14 Januari 2021. 
Ikhtisar Putusan :  

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, selaku pegawai 
negeri sipil (PNS) yang tidak memperoleh kenaikan gaji karena anggarannya digunakan 
untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen, serta tunjangan 
kehormatan bagi profesor; 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-
Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo 

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok 
permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon 
sebagai berikut: 

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan 
pendahuluan pada tanggal 17 November 2020 dan memberikan nasihat kepada 
Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan 
permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005); 

2. Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana telah diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 November 2020 dan diperiksa dalam sidang 
pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 8 Desember 2020 dan Pemohon 
dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas 
Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Posita, 
dan Petitum; 
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3. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon pada dasarnya telah sesuai 
dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 
31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d PMK 6/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama pada bagian 
kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan 
kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dianggap 
merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku pegawai negeri sipil (PNS) 
yang tidak memeroleh kenaikan gaji karena anggarannya digunakan untuk tunjangan 
profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan bagi 
profesor. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kerugian hak 
konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tetapi 
sebaliknya justru mendalilkan adanya ketidakpastian hukum kewenangan antarlembaga 
tinggi negara yang menetapkan besaran anggaran dimaksud. 

Selain itu, dalam Petitum Pemohon, yaitu: “dinyatakan konstitusional bersyarat 
(conditionally constitusional) sepanjang memenuhi syarat tidak ada kewajiban atau 
perintah kepada Presiden atas ketetapan besaran belanja keuangan negara sehingga 
frasa “setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok atau “setara 2 (dua) kali gaji pokok” pada 
pasal dan ayat tersebut adalah tidak berkekuatan hukum mengikat” adalah kehendak 
yang saling bertentangan. Pada satu sisi, Pemohon menghendaki norma-norma a quo 
adalah konstitusional bersyarat, dan sisi lain memohon agar norma-norma a quo adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, jika ingin diberikan pemaknaan baru, 
mestinya dikemukakan perumusan makna baru yang dikehendaki Pemohon sehingga 
norma tersebut menjadi konstitusional sesuai dengan penalaran Pemohon. Namun 
dalam Posita Pemohon sama sekali tidak mengemukakan rumusan baru terhadap frasa 
“setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok atau “setara 2 (dua) kali gaji pokok” tetapi justru 
menghendaki Presiden tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaktubkan dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat 
(2), dan Pasal 56 ayat (1) UU 14/2005.  

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formal 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta 
Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan 
permohonan Pemohon lebih lanjut. 

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan 
permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

 

 

 
 


